
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai Dasar Negara Pancasila merupakan suatu asas kerohanian 

yang meliputi suatu kebatinan atau cita-cita hukum.
1
Sesuai dengan sila kelima 

Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang 

berarti bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan 

sosial yang sama, maka pemerintah harus mensejahterakan lapisan masyarakat 

tanpa terkecuali salah satunya adalah para Lanjut Usia. 

Negara Indonesia merupakan Negara Kesejahteraan (welfarestate) 

dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan tidak terkecuali 

para lansia. Hal ini sejalan dengan bunyi alinea ke 4 pembukaan UUD1945 

yang merupakan 1tujuan pokok negara Indonesia, yaitu  Melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum.
2
 

Pembangunandalam berbagai bidang terus dilakukan oleh pemerintah 

salah satunya adalah bidang kesejahteraan sosial, Kebijakan Pembangunan 

dibidang kesejahteraan sosial yang dilakukan olehpemerintah memiliki 

dampak terhadap berbagai aspek kehidupan sosial dalammasyarakat antara 

lain meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) dan populasipenduduk Lanjut 

Usia (Lansia). 
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Sejalan dengan semakin berkembang layanan kesehatan, maka angka 

harapan hidup (life expectancy) dalam suatu masyarakat juga meningkat, 

karena itu jumlah lansia juga meningkat. Peningkatan jumlah lansia ini juga 

memberikan problematika tersendiri, sehingga diperlukan layanan yang 

khusus guna memenuhi kebutuhan mereka.
3
 

 di Indonesia Kecenderungan meningkatnya Usia Harapan Hidup 

rakyatmulaiterlihat sejak masa pemerintahan orde baru dengan 

dilatarbelakangi olehkebijakan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) 

yang dimulai pada tahun1969 dengan Repelita I sampai dengan Repelita V 

yang berakhir pada tahun 1994. 

Pada era saat ini Pemerintah mempunyai lima agenda kebijakan 

PROPERNAS (proses pembangunan Nasional) salah satunya adalah 

membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya yang tujuan 

umumnya yaitu terpenuhinya kebutuhhan dasar berupa pangan, sandang 

papan, kesehatan, serta pendidikan secara adil dan merata untuk meningkatkan 

kualitas hidup yang layak dan bermartabat. 

Sementara itu, seiring dengan meningkatnya angkakelahiran dan 

menurunnya tingkat kematian masyarakat Indonesia secaralangsung 

berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk Lanjut Usia (Lansia)yang 

cukup tinggi, pada tahun 1990 jumlah Penduduk Lanjut Usia di 

Indonesiamasih 12,7 juta jiwa (6,29%), kemudian tahun 2000 menjadi 17,7 
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juta jiwa(7,18%), tahun 2010 berjumlah 23,9 juta jiwa (9,77%) dan pada tahun 

2020 diperkirakan akan mencapai 28,8 juta jiwa (11,34%).
4
 

Meningkatnya jumlah Penduduk Lanjut Usia bagi pemerintah dapat 

dipandang dalam dua sisi. Di satu sisi meningkatnya Usia Harapan Hidup 

merupakan salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan bagi bangsa 

Indonesia yang berarti kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah memberikan hasil positif, sedangkan di sisi lain meningkatnya 

UHH dan jumlah penduduk lansia juga perlu diberikan perhatian. 

Akan tetapi banyak juga penduduk lansia yang faktor usianya 

mengalami keterbatasan dan penurunan tingkat produktifitas, Sehingga 

dalamhal ini pemerintah sebagai pihak yang diberikan kewajiban untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat termasuk di dalamnya kesejahteraan lansia 

perlu untuk memberikan peran agar penduduk lansia mendapatkan 

kesejahteraan, tetap produktif dan sedapat mungkin untuk tidak selalu 

bergantung pada orang lain. 

Nilai-nilai keagamaan dan budaya yang ada di Indonesia menempatkan 

lansia sebagai orang yang terhormat dan harus dihormati. Penduduk Lansia 

sebagai penduduk yang memiliki pengalaman, kearifan dan keahlian perlu 

mendapatkan perlindungan, kesejahteraan dan tempat untuk tetap berperan 

dalam pembangunan bangsa Indonesia, Perhatian khusus perlu diberikan 

kepada lansia mengingat Usia Lansia merupakan usia yang rentan terhadap 

                                                             
4
www.DataStatistikIndonesia.com 

http://www.datastatistikindonesia.com/


4 

 

beberapa penyakit, ini disebabkan karena kondisi alami yang disebut sebagai 

proses degeneratif (penuaan). 

Perhatian Negara dalam menangani masalah lansia ini dapat dilihat 

dari beberapa peraturan perundang-undangan tentang lansia yang telah 

diterbitkan antara lainUndang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang 

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, Peraturan 

Menteri Sosial Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pelayanan Sosial lanjut Usia dan Keputusan Presiden No. 93/M Tahun 2005 

tentang Keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia, serta berbagai peraturan 

lain yang secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk 

memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi lansia. 

Undang-undang No. 13 Tahun 1998 merupakan awal perhatian 

pemerintah terhadap lanjut usia meskipun sebelumnya terdapat Undang-

UndangNo. 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang 

Jompo, akantetapi Undang-Undang No. 4 Tahun 1965 dianggap tidak 

memberikan kejahteraan pada lansia karena hanya terbatas pada upaya 

pemberian, sehingga perlu adanya upaya yang lebih untuk memberikan 

kesejahteraan bagi lansia.  

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah 

serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara 

Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar tetap dapat 
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melaksanakan fungsi sosialnya danberperan aktif secara wajar dalam hidup 

bermasyarakat, berbangsa danbernegara.5 

Dalam pengertian ini dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan 

kesejahteraan sosial tidak hanya sebatas memberikan bantuan berupa materi 

tetapi juga upaya lain yang tujuannya untuk pemberdayaan lansia sehingga 

lansia tetap bisa produktif dan tidak selalu tergantung dengan orang lain. 

Penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus meningkat 

menandakan bahwa Kota Pekanbaru terus berkembang dan maju sehingga 

menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain bermigrasi ke Kota Pekanbaru, 

peningkatan jumlah penduduk disamping dari peningkatan jumlah imigran 

juga disebabkan oleh tingkat kelahiran dan kematian. 

 Tercatat jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2006 sekitar 

754,467 jiwa, 2007 sekitar 779,899 jiwa, pada tahun 2008 sekitar 799,213 

jiwa sedangkan tahun 2009 802,788 jiwa dan pada tahun 2010 ada sekitar 

897.768 jiwa di tahun 2011 terdapat 937.939 sedangkan tahun 2012 964.558, 

dan tahun 2013 sekitar 999.031 dan pada tahun 2014 terdapat 1.011.467, 

sedangkan pada tahun 2015 tercatat sekitar 1,038,118 jiwa, dan pada tahun 

2016 terdapat 1,058,765 jiwa, sedangkan pada tahun 2017 sekitar 1,095,985 

jiwa.
6
 

Sedangkan Jumlah lansia di Kota Pekanbaru tercatat pada tahun 2014 

sekitar 24.927 jiwa dari jumlah penduduk yang ada sekitar 1.011.467 jiwa, 

untuk itu peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial 
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bagilansia harus di laksanakan secara menyeluruh dan juga maksimal karna 

lansia merupakan usia yang rentan terhadap apapun.
7
 

Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia di daerah 

lain salah satunya di daerah Jakarta dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk 

pemberian kartu untuk lansia yang berfungsi untuk mendapatkan bantuan 

secara materil, seperti uang tunai yang diberikan oleh pemerintah bagi lansia 

yang mendapatkan kartu tersebut, kartu tersebut diberikan kepada lansia yang 

kurang mampu dan memiliki usia diatas 60 tahun. 

Sedangkan pada Daerah Kampar upaya yang dilakukan dalam 

meningkatkan kesejateraan sosial lanjut usia di lakukan dengan adanya 

sosialisasi Pemerintah dalam bentuk informasi mengenai kebutuhan lansia, 

dan adanya pengecekan kesehatan yang dilakukan pemerintah terhadap lansia 

dan pemeberian bantuan kepada lansia yang kurang mampu dalam bentuk 

uang tunai. 

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 

upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensi  meliputi : 

Pelayanan keagamaan dan spritiual, pelayanan kesehatan, pelayanan 

kesempatan kerja, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan fasilitas, sarana, 

dan prasarana, pemberian kemudahan kedalam penggunaan fasilitas hukum, 

Bantuan sosial. Sedangkan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia 

tidak potensi meliputi: Pelayanan keagamaan dan spritiual, Pelayanan 

kesehatan, Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan fasilitas, sarana, dan 
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prasarana umum, Pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, 

Bantuan sosial.
8
 

Dalam hal ini di bidang pelayanan kesehatan dan juga bantuan sosial 

belum berjalan dengan baik oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya 

Peningkatan Kesejahteraan sosial lanjut usia tersebut hal ini di buktikan 

dengan tidak ada layanan kesehatan yang berikan Pemerintah seperti 

pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk lansia dan juga tidak ada sosialisasi 

yang diberikan terhadap lansia dalam bentuk Pelayanan kesehatannya 

tersebut, dan begitu juga dengan bantuan sosial yang tidak diterima oleh 

masyarakat lansia di Kota Pekanbaru dan tidak adanya informasi yang 

didapatkan masyarakat terkait bantuan lansia yang diberikan oleh Pemerintah 

dalam Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. 

Dari minimnya informasi yang diberikan pemerintah dan juga 

ketidaktahuan masyarakat terkait upaya yang di lakukan pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia tersebut yang diakibatkan 

kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kota Pekanbaru, terlihat 

bahwa pemerintah belum melaksankan tugas dan fungsinya secara maksimal 

dalam pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di kota 

Pekanbaru. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas dan 

melakukan pennelitian dengan judul “Impementasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan upaya peningkatan 

kesejahteraan sosial lanjut usia di Kota Pekanbaru”. 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipermasalahkan maka penulis membatasi masalah yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan yaitu mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan 

sosial lanjut usia di Kota Pekanbaru. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian didalam latar belakang masalah diatas, maka 

permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. BagaimanaImplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 

tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejateraan sosial lanjut usia di 

kota pekanbaru? 

2. Faktor kendala apa saja yang dihadapi dalam Implementasi Peningkatan 

Kesejahteraan sosial  Lanjut Usia di Kota Pekanbaru? 

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam implementasi 

peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usiadi Kota Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1) Tujuan Penelitian 

Bedasarkan permasalahan yang ada maka dapat diketahui tujuan 

penulisanhukum ini sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 

tahun 2004 Tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan 

sosial lanjut usia di Kota Pekanbaru. 

2. Faktor kendala apa saja yang dihadapi dalam Implementasi 

Peningkatan Kesejahteraan sosial  Lanjut Usia oleh Pemerintah Kota 

Pekanbaru. 

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam implementasi 

peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia oleh Pemerintah Kota 

Pekanbaru 

2) Manfaat Penelitian 

1. Bagi penelitian diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai masalah 

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 Tentang 

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di 

Kota Pekanbaru 

2. Bagi lingkup akademik penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat bagi seluruh mahasiswa sebagai bahan bacan guna 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum. 

3. Bagi masyarakat luas penelitian ini dimanfaatkan sebagai bahan 

bacaan dan sumber informasi untuk mengetahui bagaimana 

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 Tentang 

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di 

Kota Pekanbaru. 
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4. Sebagai bahan referensi bagi penulis lain yang ingin membahas 

masalah yang sama mengenai Impementasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan 

kesejahteraan sosial lanjut usia. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah berdasarkan beberapa uraian singkat yang 

telah penulis paparkan maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu dengan mengaitkan 

hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan kongkrit dalam masyarakat.
9
 

Penelitian ini berfisat kualitatif yaitu penggalian data dalam lapangan 

yang bersifat partikular, observasi atau pengamatan menjadi dasar untuk 

merumuskan teori, hipotesis, dan interpretasi. Penelitian kualitatif 

membiarkan data berbicara bagi mereka dan menghindari studi dari 

berbagai  praknsepsi.
10

 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan juga 

Panti Jompo UPT.PSWT Husnul Khotimah karena letaknya yang strategis 

dan juga Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Panti Jompo UPT.PSWT 

Husnul Khotimah  merupakan wadah yang menangani tentang masalah 
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lansia tersebut sehingga meempermudah peneliti dalam melakukan 

penelitian yang bersangkutan dengan masalah tersebut. 

3. Populasi dan Sample 

Populasi merupakan segala sesuatu yang akan dijadikan subjek atau 

objek penelitian yang dikehendaki peneliti
11

, populasi yang terdapat di 

Panti Jompo UPT.PSWT Husnul Khotimah adalah pengurus tetap 

diantaranya terdiri dari 1Staf bagian kasi pelayanan sosial, sedangkan 

populasi di Dinas Sosial adalah 1 Staf seksi pemberdayaan sosial 

kelembagaan yang terkait dengan kesejahteraan sosial lanjut usia, dan juga 

masyarakat lansia sebanyak 2350 jiwa. 

 Sedangkan sample adalah sebagian dari populasi yang diambil 

sebagai sumber data dan dapat diwakili seluruh populasi dan sample yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 1 staf. Sedangkan sample yang 

digunakan di Dinas Sosial adalah 1 Staf sebagai narasumber data yang 

terkait dengan permasalahan tersebut, dan juga 50 orang masyarakat 

lansia. Teknik pengambilan sampel di lakukan dengan cara random 

sampling yaitu dengan menentukan populasi yang dijadikan sampel secara 

acak, yang dapat mewakili terhadap populasi yang ada sehingga bisa 

menjawab pokok permasalahan yang penulis angkat. 
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No. Sub populasi Populasi Sample 

1. Kasubbag pemeberdayaan 

masyarakat dinas sosial kota 

Pekanbaru 

1 1 

2. Kasi panti sosial khusnul khotimah 1 1 

3. Masyarakat lansia 2350 50 

 Jumlah  2352 52 

 

4. Sumber dan jenis data 

Sumber data yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa di 

dapatkan atau tempat dimana ditemukannya sebuah data yang dibutuhkan 

dalam suatu penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua    (2) yaitu : 

a. Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan 

atau objeknya secara langsung. Dalam penelitian ini sumber datanya 

adalah data yang diperoleh langsung dari responden, kuesioner, 

wawancara, dan dokumentasi yang berkenaan dengan yang diteliti. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca 

buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya 

dengan masalah yang diteliti. Dan data sekunder ini merupakan data 

yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (libary research) 

berupa peraturan perundang-undangan buku-buku serta karya-karya 

ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
12

 Penelitian 

kepustakaan ini dilakukan diperpustakaan Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Suska Riau dan Perpustakaan pusat Uin Suska Riau. 
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5. Metode Pengumpulan Data. 

Data atau informasi diperoleh penulis dengan mengadakan penelitian 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Observasi (pengamatan) 

Yakni mengamati gejala yang diteliti tujuannya untuk membuat 

catatan atau deskrips mengenai prilaku dalam kenyataan serta 

memahami perilaku tersebut.
13

 Dan pada tanggal 13 Februari 2018 

telah melakukan pengamatan di Panti Lanjut Usia UPT.PSTW Husnul 

Khotimah Pekanbaru. 

b. Dokumentasi 

Metode dokumenter adalah penelitian yang dilakukan dengan 

membaca dan menelaah berbagai bahan-bahan hukum yang terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersebut yang berhubungan dengan topik pembahasan.
14

 

c. Wawancara 

Yaitu mengadakan wawancara langsung terhadap sample yang 

akan  berkaitan langsung dengan masalah penelitian. 

d. Teknik Angket 

Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara menyusun suatu daftar pertanyaan secara tertulis untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan. 
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e. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai 

suatu data. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya akan dianalisis secara 

deskripsi dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang suatu 

keadaan pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini metode analisis dan 

kualitiatif. Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data 

primer dan data sekunder. 

Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara langsung kepada 

responden. Kemudian penulis menarik kesimpulan secara deduktif yaitu 

penarikan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan-

ketentuan yang bersifat khusus, kemudian disusun dan diklafisikasi serta 

dianalisis dan ditulis secara deskiptif dengan maksud untuk mendapatkan 

gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah.
15

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, 

terbagi dalam : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. 
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 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta:Kencana,2011) h. 26-27. 
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BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Dalam bab ini akan diuraikan lokasi penelitian yang terdiri dari 

Keadaan Geografis lokasi penelitian, Sejarah Kota Pekanbaru, 

Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Sejarah Panti Jompo Husnuh 

Khotimahserta struktur oraganisasi PemerintahKota Pekanbaru. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan teori Kesejahteraan 

Sosial, Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Teori Lansi,  dan Teori 

Implementasi. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yaitu 

ImplementasiPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang 

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 

di Kota Pekanbaru. 

 BAB V  PENUTUP 

 Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 


